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ABSTRAK

Di Indonesia belum terbentuk lembaga khusus yang memberi bantuan kepada korban
kejahatan/perkosaan dengan anggaran negara. Upaya menyantuni korban perkosaan justru
lebih benyak di lakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan santunan yang diberikan
jauh dari memadai. Pemberian ganti rugi kepada korban perkosaan bisa berupa restitusi yang
diberikan oleh pelaku dan atau konpensasi yang diberikan oleh negara. Pemberian restitusi
jarang diterapkan meskipun restitusi diatur dalam perundang-undangan, yaitu UU NO.8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 98,99,100 dan 101 KUHP, sedang kompensasi
sampai saat ini belum ada pengaturannya secara jelas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat
deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan, dengan bersumber dari data primer dan data
sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative yuridis, sedang dalam
menganalisis dan menginterpretasikan data yang terkumpul menggunakan metode komparasi.

Dalam Hukum Islam perhatian terhadap perlindungan Hukum terhadap hak-hak
korban kejahatan perkosaan di dasarkan pada al-Qur’an, yang merupakan sumber utama
Hukum Islam. Adapun ketentuan ganti kerugian dalam hukum Islam tergantung pada
pertimbangan hakim dengan melihat unsure-unsur kerugian dan penderitaan korban. Dalam
hukum positif, pasal 285 KUHP telah mengatur ketentuan-ketentuan hukuman bagi pelaku
yang dapat memberikan rasa aman kepada korban. Mengenai konpensasi Hukum positif
belum mengaturnya. Adapun persamaan dan perbedaan dalam memberikan perlindungan
hokum terhadap hak-hak korban perkosaan adalah pemberian pemidanaan kepada pelaku
dengan tujuan preventif walaupun jenis pidana yang dijatuhkan berbeda, yaitu pidana had dan
pidana penjara.

Key word: perlindungan hukum, tindak pidana perkosaan, Hukum Pidana Islam,
Hukum Pidana Positif
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dalam ilmu Syari’ah pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas
Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusunan skripsi ini

terutama kepada:



1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2, Tbu Hj. Siti Aminah Hidayat, SH. selaku pembimbing pertama dan
Drs.. Makhrus Munajat, M. Hum. selaku pembimbing kedua.

3. Para bapak/Ibu dosen serta seluruh civitas akademika fakultas Syari’ah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga jasa-jasa dan amal shalehnya mendapat imbalan yang sepadan
dari Allah swt. Dan Semoga ilmu yang penyusun terima selama ini dapat
bermanfaat bagi agama dan masyarakat.

Akhimya krittk dan saran dari semua pihak terhadap skripsi ini sangat
penyusun hz}rapkan. Hanya kepada Allah kita menyembah sebab Dialah pemilik

kebenaran yang hakiki dan hanya kepada-Nyalah kita berserah diri.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
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Nomor 157/1987 dan 0593/1087.
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d gain g ge
< fa’ £ of
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I1. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
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e ditulis ‘iddah
IO. Ta’ marbutah di akhir kata
i. Bila dimatikan ditulis /
o ditulis hikmah
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(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserép dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila -
dikehendaki lafal aslinya).

ii. Bila dikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

" ditulis dengan A

el 3 i 57

ditulis

karamah al-auliya'

iii. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dammah ditulis ¢

il 3875 ditulis zakatul fitri
IV. Vokal Pendek
— fathah ditulis a
_ kasrah ditulis i
2 dammah ditulis u

ix




I | Fathah + alif ditulis _a
ab ditulis Jjahiliyyah
2 | Fathah + ya’ mati ditulis a_
. ditulis {ansa
v - "~ ditulis 7
3 | kasrah +ya’ mati ditulis karim
e _ ditulis "
4 | dammah + wa wu mati ditulis furud
2P
V1. Vokal rangkap
1 | Fathah + ya’ mati ditulis al
oSt ditulis bainakum
2 | fathah + wawu mati ditulis au
35 ditulis qaul
VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof
o3 ditulis a'antum
el ditulis u'iddat
£ oA ditulis la'in syakartum
VIIL Kata sandang Alif + Lam
i. Bila diikuti huruf Qamariyyah
T ditulis al-Qur 'an
A ditulis al-Qiyas
ii. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan
st ditulis as-sama'
’ ot ditulis asy-syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapanya dengan menulis penulisannya.
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Zawil furid atau zawi al-furud

ahlussunnah atau ahl as-sunnah
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur’an ialah suatu ajaran universal yang diturunkan ke bumi untuk
melahirkan sikap moral yang benar dalam tiap tindakan manusia. Tindakan yang
benar, baik politik, keagamaan ataupun sosial, dianggap merupakan ibadah atau

penghambaan diri kepada Tuhan,”

Secara global dijelaskan, tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukumnya
adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan
menghindari  kemafsadatan kepada ummat manusia. Kemaslahatan tersebut
terangkum dalam sebutan al-Musalih al- Khamsah, yaitu lima pokok dalam
kehidupan manusia yang mencakup; terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan

dan kefurunan serta terpeliharanya harta benda.?

Kelima hal tersebut mendapat jaminan dan perlindungan dalam hukum
Islam, sebagaiman yang ditandaskan oleh Al-Gazali yang dikutip oleh Ali Yafie;
bahwa tujuan syari’at Agama bagi manusia ada lima hal, yaitu memelihara,
menjamin da.n meﬁndﬁngi agamanya, dirinya, akalnya, keturunannya dan harta
bendanya. Maka semua yang mencakup jaminan perlindungan kelima hal pokok

tersebut dikategorikan maslahah (kemaslahatan) dan semua yang mengancam

D Fazlur Rachman, Zsam, alih bahasa Senoaji Saleh, Cet. 2 (Jakarta : Bumi Aksara, 1992),
him 383.

» Abd  Salam Arief, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif

Kriminclogi dan Viktimologi,” makalah disampaikan pada seminar nasional tentang Kejahatan
Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi, diselenggarakan
oleh fakultas Hukum Ull, Yogyakarta, 28 Oktober 1994, him, 3.



keselamatan atau merugikan kelima pokok itu dikategorikan mafsadah, dan upaya

menghindarinya adalah masiahah.”

Dari uraian di atas, hukum Islam mencoba membangun konsep dasar
masyarakat yang berbudaya dengan memberikan jaminan. perlindungan hak asasi
manusia dalam segala aspek kehidupannya, memelihara jiwa, kehormatan, kejujuran
dan menegakkan keadilan adalah sesuatu yang diperintahkan. Maka disyari’atkanlah
hukum jihad sebagai upaya untuk memelihara kemaslahatan agﬁma, hukum gisas
diarahakan untuk menjaga dan menjamin jiwa manusia. Hukuman bagi peminum
khamar adalah untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan akal. Demikian juga
dengan hukum zina, merupakan upaya untuk menolak kemafSadatan pada
keturunan.

Oleh karena itu, Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum perkawinan
untuk memelihara dan menjaga kehormatan dan keturunan seseorang dari kenistaan
serta memelihara kesucian masyarakat. Hal tersebut sebagai proses kelestarian
spesis manusia melalui prokreasi agar tecipta rasa ketentera:ﬁan dan kasih sayang
sesama manusia.

Kendatipun Islam telah mengajarkan manusia mengatur hubungan biologis
yang halal dan sah lewat ikatan perkaﬁnm namun kejahatan-kejahatan kesusilaan
tetap bisa terjadi. Salah satu kejahatan tersebut adalah perkosaan.

Perkosaanl merupakan salah satu penyakit sosial yang sudah lama

berlangsung. Oleh karena itu, untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah

* Ali Yafie, Menggagas Figh Sosial, (Bandung: Misan, 1994), him 185.



perkosaan perlu dilihat dan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan manusia,
seperti aspek sosiologis, psikologis, yuridis maupun agamis.

Hukun Islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan
(al-wat'u bi al-ikrth) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (had).”
Sedangkan konsep perzinaan menurut Islam adalah hubungan seksual antara laki-laki
dan perempuan tanpa dilandasi pernikahan yang sah,” maka bila berpijak dari
konsep tersebut apakah dalam Islam tidak dikenal adanya konsep perkosaan terthadap
istri (marital rape), seperti suami memaksa istrinya yang belum c.:ukup dewasa atau
sedang sakit untuk melakukan hubungan seksual dan mengakibatkan luka, maka
apakah dalam hal tersebut dikategorikan perkosaan atau tidak.

Apabila mengacu pada definisi di atas, maka perkosaan terhadap istri tidak
dikenal dalam hukum Islam. Tetapi bukan berarti hak-hak dan kemerdekaan seorang
istri tidak dijaga dan' suami boleh sewenang-wenang kepada istrinya, malah
penganiayaan dan pelanggaran hak-hak istri harus dikenakan ganti kerugian (diyat),
hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Shihab dan Imam Malik. @

Jika dalam delik (jarimah) perzinaan masing-masing pelakunya dikenakan

sanksi, maka dalam delik perkosaan, korbannya lepas dari tuntutan hulkum”.

9 Abdul Salam Arief, “Kejahatan.”, hlm 8.

Abdur Rahman L Doi, Hudud dan Kewarisan alih bahasa Zeireudin dan Rusydi Sulaiman,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), him. 35.

6 As-Sayyid Sabiq, Figh., as-Surmah, (Beirut : Dar al-Kifab al- Arabi, 1392 H/ 1973 M), II:
549

? Abd Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jina' al-Islami, (Beirut : Dar as-Suras, t,th), II; 364-365



Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt : ¥~ Tade @ 18 ole Yy o Sl ..

Bahkan sebagai hukuman tambahan, Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa
orang yang memperkosa wajib memberikan mahar sebagai ganti rugi kepada
perempuan yang diperkosanya.” Walaupun istilah yang dipakai oleh Malik dan
Syafi’i adalah istilah mahar (us-sadaq) namun substansi dari istilah tersebut adalah
ganti rugi (restitusi).

Dasar yang dijadikan alasan oleh Malik dan Syafi’i adalah pengkiasan kepada
kasus pencurian bahwa pencuri dibebani dua hak, yaitu hak Allah dan hak adami
yang berarti bahwa disamping hukuman potong tangan, pencuri juga berkewajiban
mengembali'kan atau mengganﬁ harta yang dicurinya. Maka dalam kasus perkosaan,
pelaku juga dibebani dua hak tersebut karena disamping melakukan zina juga ada
unsur penganiayaan kepada korban.

Apabila berbicara mengenai ganti kerugian, dalam hukum Islam sebenamnya
sudah ada pengaturan secara jelas, yaitu adanya konsep diyat atau ganti rugi bagi
korban penganiayaan. Namun masalahnya dapatkah konsep diyat ini diterapkan
dalam kasus perkosaan, sementara para ulama dalam membicarakan korban
perkosaan hanya membicarakan mahar sebagai ganti rugi. Atau ada istilah lain yang
bisa dijadikan dasar dalam memberikan restitusi atau kompensasi sebagai bentuk
perlindungan hukum terhadap korban.

Terlepas dari hukum Islami, tindak pidana perkosaan tercantum dalam pasal

285 KUHP yang menentukan bahwa : “ Barang siapa dengan kekerasan atau dengan
ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuhb dengan dia, diancam

® Al-Bagarah (2) : 173

)As- Sayyid Sabiq, Figh, 11 438



karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”'”

Dan pasal 291 KUHP, yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya
menjadi 15 tahun.'?

Namun dalam kenyataanya penerapan pasal-pasal tersebut masih kurang
menyentuh rasa keagh'lan, vonis yang dijatuhkan kepada para pemerkosa tidak
mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut. Padahal
penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan tidak dapat diukur, mereka
mengalami stres, depresi, trauma dan bahkan menjadi sakit jiwa. Bukan saja dia
harus berusaha sendiri untuk menyembuhkan penyakitnya, dia juga harus
menyediakan waktu dan dana untuk turut berperan dalam proses peradilan dalam
kasus tersebut.

Derita korban perkosaan tidaklah sama dengan derita korban tindak pidana
lainnya. Perampokan misalnya hanya sebatas kehilangan harta benda, sedangkan
korban perkosaan, mereka kehilangan kehormatan dan harga diri yang tidak mungkin
diganti atau dibeli. Penderitaan batin dan tekanan sosial tidak gampang untuk
disembuhkan. Dengan demikian, persoalannya tidaklah berhenti pada kalkulasi
kerugian fisik dan finansial belaka, karena korban akan mengalami masalah
pstkologis dan emosional yang seringkali mengikuti mereka sampai akhir hidupnya.
Lebih lagi jika sekiranya wanita korban perkosaan tersebut hamil, maka problem
yang dihadapinya akan semakin sulit, hilangnya keperawanan atau tertular penyakit

kelamin merupakan momok sangat besar yang dapat menyebabkan gangguan mental.

'% R. Sugandhi, K. U.H.P. dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 302.

M 1Bid , him 307.



Demikian juga banyaknya korban yang takut melaporkan tentang terjadinya
perkosaan pada dirinya. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya ancaman dari
pelaku lebib-lebih jika status sosial korban lebih rendah, cemooh dari masyarakat
yang dapat ‘mengucilkan korban dan rasa tertekan karena merasa dirinya telah kotor
dan penyesalan yang berkepanjangan. Pada akhirnya meskipun mereka melaporkan
tentang terjadinya perkosaan pada dirinya namun seringkali sudah agak terlambat
dan akibatnya untuk membuktikan kasus perkosaan ini menjadi sulit.

Di Indonesia belum terbentuk lembaga khusus yang memberi bantuan kepada
korban kejahatan (termasuk korban perkosaan) dengan anggaran negara. Upaya
menyantuni korban perkosaan justru lebih banyak dilakukan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), dan santunan yang diberikan jauh dari memadai. Pemberian
ganti rugi kepada korban perkosaan bisa berupa restitusi yang diberikan oleh pelaku
dan atau kompensasi yang diberikan oleh negara. Pemberian restitusi jarang
diterapkan meskipun restitusi diatur dalam perundang-undangan, yaitu Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 98, 99, 100, dan
pasal 101 KUHAP, sedang kompensasi sampal saat ini belum ada pengaturannya
secara jelas.

Demikian juga, upaya dalam melindungi hak-hak korban perkosaan melalui
putusan peradilan pidana belum secara penuh dapat mengakomodasi hak dan
kepentingan korban, karena masih banyak kepentingan korban yang belum terséntuh
oleh hukum yang berlaku. Pelaku dan korban adalah sama-sama pencari keadilan,
tetapi dalam kenyataannya terdapat perbedaan dalam pelayanan sebagai wujud dari

perlindungan hukum.



Masalah perkosaan diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan
seksualitas yang dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Namun, pada
umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dan berkaitan erat dengan
subordinat perempuan, maka dalam skripsi ini penyusun hanya membicarakan

wanita sebagai korban perkosaan sebagaimana dalam pasal 285 KUHP,™ dan yang

ditekankan dalam skripsi ini adalah perlindungan dalam bentuk pémberian restitusi,
kompensasi maupun santunan-santunan yang dapat meringankan beban korban
perkosaan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun dapat mengambil pokok-pokok
masalah sebagai benikut :
1. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif memberikan perlindungan hukum
terhadap korban tindak pidana perkosaan.
2. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum ﬁositif dalam
pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penpelitian
a. Untuk mendeskripsikan seberapa besar perhatian hukum Islam maupun

hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban

kejahatan perkosaan.

13 perkosaan yang dimaksud Pasal 285 KUHP adalah tindak pidana perkosaan yang
dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, lihat R. Sugandhi, KUHP, him. 302.



b. Untuk menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum
Istam dan hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
korban kejahatan perkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum positif terutama
perhatian terhadap nasib korban perkosaan.

b. Melalui sumbangan pemikiran tersebut diharapkan akan menjadi
perbincangan dalam victimologi, yang diharapkan dapat menggugah hati
para legislator sehingga nasib para korban perkosaan mendapat perhatian
yang proposional. |

D, Telaah Pustaka

Dalam meﬁbicarahn tindak pidana penganiayaan, dapat dijumpai
diberbagai karya paraulama yang menjelaskan tentang serangkaian hak-hak korban
tindak pidana. Akan tetapi apabila berbicara tentang hak-hak korban kekerasan
perkosaan penyusun hanya menemukan sebatas pemberian hukuman kepada pelaku
tanpa mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak korban. Hanya
beberapa kitab yang penyusun sempat temukan yang membicarakan nasib korban
perkosaan dengan memberikan ganti kerugian kepada korban. Namun dalam kasus
tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak kekerasan yang memberikan ganti rugi
seperti dalam konsep diyat. Tetapi wacana yang muncul di antara Ulama adalah

seputar pemberian mahar kepada korban sebagai ganti kerugian. Seperti dalam kitab



Figh as-Surmah™ Karya as-Sayyid Sabiq dan Ibnu Rusyd dalam karyanya Biddyah
al-Mujtahid™® di samping membicarakan hukuman bagi pelaku perkosaan juga
membicarakan tentang ganti kerugian yang harus diberikan kepada korban. Tetapi
dalam buku ini, istilah yang dipakai untuk ganti kerugian terhadap korban perkosaan
adalah istilah mahar (ws-sadag) bukan istilah diyat/arsyi, sehingga hal tersebut
memicu tejadinya polemik antara para ulama tentang ada tidaknya pemberian mahar
kepada korban perkosaan sebagai ganti kerugian. Sementara itu, Malik bin Anas
dalam karyanya al-Muwatta™, cukup menjelaskan pendapatnya tentang pemberian

mahar kepéada korban perkosaan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku.

bi s'amping itu, ada berbagai kajian yang membicarakan tentang hak-hak
korban kejahatan, seperti yang ditulis oleh Arif Gosita dalam bukunya Masalah
Korban Kejahatan, yang memberikan gambaran tentang eksistensi dan peran
Vietimologi untuk korban kejahatan. Dalam buku inilah Arif Gosita banyak berbicara
tentang hak-hak korban kejahatan, bukan saja perkosaan tetapi semua bentuk korban
tindak pidana. Seperti yang ditulisnya bahwa “korban berhak mendapat kompensasi
atas pendentaanya, berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila meninggal
dumia karena tindakan tersebut” Sayangnya dalam buku ini tidak spesifik

membicarakan tentang korban kejahatan perkosaan.

% As-Sayyid Sibiq, Figh as-Sunnah, T: 370.

') Tbnu Rusyd, Biddyah al-Mujtahid, (Semarang: Maktabah Usaha Karya, t.£), II: 243.

1) Malik bin Anas, al-Muwatta’, (Beirut: Dar al-Thya, .t), him. 408.
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Dari buku-buku di atas, penyusun belum menemukan tentang hak-hak korban
perkosaan yang mendetail, baik kerugian materiil maupun inmateriil (umpama
perasaan takut, sedih, stress atau kejutan-kejutan psikis lainnya). Demikian juga
bagaimana negara memberikan peran atau santunan terhadap korbaun perkosaan.
Fenomena seperti itl:l]ih yang akan menjadi titik tekan dalam pembahasan skripsi ini.

Ada beberapa makalah seminar nasional yang membicarakan tentang nasib
korban perkosaan, seperti makalah tentang Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan
Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi yang ditulis oleh Abdul
Salam Arief, namun dalam makalah ini tidak begitu detall membicarakan nasib
korban perkosaan terutama dalam pandangan hukum Islam. Seperti dalam tulisan-
tulisan lain, Abdul Salam Arief memandang bahwa hﬁkum Islam memben
perlindungan hukum terhadap korban perkosaan hanya sebatas lepasnya korban dari
hukuman had karena dipaksa melakukan zina, tanpa melihat unsur kerugian dari
pihak korban.

Dari sinilah ketertarikan penyusun untuk menelusuri kesejahteraan para
korban kejahatan perkosaan yang selama ini terabaikan. Tawaran-tawaran para
kriminolog patut diperhatikan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan
undang-undang. Sehingga kesejahteraan dan hak-hak korban tindak pidana
perkosaan tidak terabaikan. Kerugian-kerugian yang diderita harus diperhatikan, baik
kerugian materiil maupun inmateriil sehingga tercipta sebuah kesejahteraan dan

keadilan sosial.
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E. Kerangka Teoritik

Dalam Persetujuan Amerika tentang Hak-hak Manusia (4merican Convention
of Human Rights, 1969) dikelvarkan tahun 1969 memuat penjelasan tentang adanya
hak kemerdekaan politik yang antara lain adalah kemerdekaan pengadilan. Hal ini
dilaksanakan dengan cara memberikan keamanan kepada hak-hak pribadi dalam

menyampaikan gugatan di depan pengadilan terbuka dan bersih. 16

Dalam deklarasi internasional tentang hak-hak manusia ditegaskan bahwa,
“setiap orang berhak, atas dasar persamaan yang sepenuhnya untuk ditinjau oleh
pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, baik dalam menetapkan hak-hak dan
kewajibannya, maupun dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya”.'”

Kebebasan pribadi atav kehormatan jiwa terpelihara. Konstitusi, undang-
undang dalam negeri, undang-undang Internasional dan hukum Syari’at mewajibkan
untuk memelihara dan menjaga hak asasi setiap manusia dengan aturan-aturan yang

praktis dan jaminan hukum.'®

Berkenaan dengan hukum pidana Islam yang didasari pada perlindungan atas
hak asasi manusia yang bersifat primer (daruriyah), maka Isiam melarang kekerasan
atau segala bentuk findakan yang dapat mengganggu dan merusak harkat dan
martabat diri, jiwa, harta dan darah manusia. Aplikasi dari perlindungan terhadap

hak-hak tersebut telah diatur sanksi-sanksi hukumnya pada pihak terpidana.

') Subhi Mahmassani, Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, alih bahasa Hasanuddin, (Jakarta:
Litera Antar Nusa 1987}, him. 70.

D bid

18 1bid , hlm. 79
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Hukum Islam menegaskan bahwa, kehormatan manusia merupakan suatu hal
yang prinsip dan mahkota yang harus dilindungi dan dipelihara dan segala bentuk
ancaman maupun gangguan yang akan merendahkan atau melanggar nilai-nilai

kemuliaannya. ™

Penegasan tersebut dalam teori hukum Islam dikenal dengan istilah a/-
Muasalih al-Khamsah, vyaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan dan

keturunan serta terpeliharanya harta benda.’® Secara kongkrit kejahatan perkosaan

merupakan salah satu: kejahafan seksual yang berkenaan dengan pelanggaran
terhadap kehormatan dan keturunan.

Perkosaan merupakan pelanggaran hak hidup dan kemerdekaan bagi korban.
Karena dalam kasus perkosaan terjadi pemaksaan, penganiayaan dan bentuk
kekerasan lainnya, sehingga korban mengalami tekanan fisik, psikis maupun sosial.
Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran tentang perlindungan terhadap hak-hak

korban perkosaan.

Salah satu pemikiran tersebut adalah bagaimana korban mendapat restitusi,
kompensasi ataupun berupa santunan, schingga dapat meringankan beban korban

petkosaan. Adapun teon yang kemungkinannya bisa diterapkan dalam kasus

korban perkosaan antara lain adalah teori tentang diyar, yaitu secara etimologi 4>

merupakan bentuk mufrad dar bentuk jamak <>, yaitu masdar yang berasal dari

kata iy Ly 50 >3  yang artinya sejumlah harta yang diberikan sebagai

'?) Abdut Salam Arief, “Kejahatan Kesusilaan™, him. 3.

2 Ibid.
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pengganti jiwa yang telah terbunuh’” Istilah diyat diidentikkan dengan ganti
kerugian, yaitu berupa harta benda oleh seseorang (uang atau barang) yang harus
diserahkan kepada korban karena melukai orang lain. Menurut istilah fighi, kata
“diyaf” berarti sejumlah harta yang diberikan sebagai ganti kerugian bagi tindakan
melukai atau membunuh seseorang.’® Atau ia sebagai pembayaran sejumlah harta
karena suatu tindakan pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.”” Sejumlah

harta benda vang atau barang tersebut diserahkan oleh orang yang melukai atau
membunuh kepada pihak korban atau keluarganya.?® Istilah divat sering juga
diterjemahkan dengan “denda”. Agaknya teljemah:;m ini kurang tepat, sebab denda
itu masuk ke kas negara, sementara diyaf diserahkan kepada korban. Karenanya lebih
tepat ditexjen{;hkan dengan ganti rugi.>

Diyat merupakan ganti kerugian yang sudah ditentukan jenis dan
kwantitasnya secara detail. Dan untuk masalah yang pada dasarnya belum ditentukan

kadarnya para ulama memakai istilah arsyi (hukumah).”” Dalam masalah tersebut

M Kamus al-Munjid fi al-Lugah, Luis Ma’louf, (Beirut: Dar al-Masyrig, 1977), him. 894,
™ Kamus Istilah Fighi, Abdul Mujib, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, him. 60.
) Depag RI. al-Qur ‘an dan Terjemahnya, him. 135

*) Ensiklopedi Islam Indonesia, Harun Nasution, et. AL, (ed), “Diyat”, Jakarta, Djambantan,
1992). hlm, 217

2 Muhb, Zuhri, “Hukum Pidana Islam Sebagai Sumber Hukum Pidana Positif di Bidang 1+
Kepidanaan”, Jurnal Mimbar Hukum Fak. Hukum UGM. No. 33 (Oktober 1999), him. 54.

9 Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Memurut Ahlu Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang,
1971), him. 364 ‘
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kadar ketentuannya ditentukan oleh hakim. Sehingga walaupun arsyi merupakan kata
lain dan diyat, tetapi pengertian tersebut sama halnya dengan pengertian jarimah
ta’zir, yaitu tindak pidana yang ketentuan hukumannya ditentukan oleh hakim *”
Oleh karena itu, hukum Islam sangat fleksibel dalam menetapkan hukum, sehingga
untuk memberikan ganti kerugiah kepada korban perkosaan sangat dimungkinkan.
Kemungkinan-kemungkinan tersebut apakah dengan teori diyat /arsyi atau teori
dalam jarimah ta zir.

Dalam hukum positif pembicaraan tentang perkosaan hanya dalam pasal 285
KUHP yang belum secara realita memberikan perlindungan hukum ferhadap wanita.
Perlidungan terhadap hak-hak korban kejahatan bisa diten;lui' dalam KUHAP yaitu
pasal 98 ayat (13 dan (2), yang mengatur fentang ganti kerugian kepada korban
melalui penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pldana Sehubungan
dengan hal tersebut, Anif Gosita menulis bahwa korban berhak mendapatkan
kompensasi atas penderitaannya dan berhak jug.a menolaknya (karena tidak
membutuhkannya), berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya, bila korban
meninggal dunia karena tindakanr tersebut. Korban juga dapat pembinaan dan
rehabilitasi, menolak menjadi saksi bila membahayakan dirinya. Serta berbagai hak
lainnya seperti hak perlindungan dari ancaman pelaku bila melapor dan hak untuk

mendapatkan bantuan hukum?® Hak tersebut sangatlah perlu karena sistem

peradilan pidana yang sekarang berlaku masih difokuskan pada pelaku dan kurang

1} Amir Abdul Aziz, al-Figh al-Jind al-Islami, (ttp.: Dar as-Salam, t.t), htm. 417.

) Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, cet. 1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983)
hlm. 52-53.
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sekeﬁi memperhatikan korban, padahal yang paling merasakan penderitaan adalah
korban.

Pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan, selain dalam
kerangka mewujudkan negara hukum, hal ini penting pula karena dalam kehidupan
bermasyarakat pada umumnya dipandang sebagai suatu sistem yang mewajibkan

seluruh  anggotanya ikut berpartisipasi aktif mewujudkan adanya tertib sosial >

Dengan adanya tujuan mewujudkan tertib sosial bagi kepentingan masyarakat, maka
dengan sendirinya di antara anggota masyarakat terdapat saling kepercayaan untuk
mewujudkan kondisi yang dikehendaki secara bersama-sama.’® Oleh karena itu,
bangunan kepercayaan yang goyah akibat adanya kejahatan perlu dipulibkan melalui
sarana hukum agar dapat memulihkan kepercayaan korban kejahatan terhadap sistem

untuk mewujudkan tertib sosial.*?

Alasan lain perlunya perlindungan korban menurut Muladi adalah berdasar
kontrak sosial (Social | contract argument) dan alasan solidaritas sosial (social
solidarity argument). Alasan berdasarkan kontrak sosial berpijak pada pengertian
bahwa negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang
tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, dengan terjadinya kejahatan dan

menimbulkan adanya korban, negara berkewajiban memperhatikan kebutuhan

#) Marcus Priyo Gunarto, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Tinjauan dari
segi Penegakan Hukum dan Pepentingan Korban”, Mimbar Hukum, No. 14/X10/1991, hlm.120.

N 1vid.

3N Ibid, him. 121.
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korban, sedangkan alasan yang mendasarkan pada solidaritas sosial berpijak pada
pengertian bahwa negara harus menjaga warga negaranya yang mengalami
{

kesukaran, dalam hal ini dapat melalui kerjasama dengan masyarakat berdasar atau

menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara.*?

F. Metode Penelitian

1. Jenis Plenelitian
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan
(library reseach). Yaitu berusaha untuk mengumpulkan data yang sesuai
dengan pokok permasalahan dengan meneliti buku-buku yang mempunyai
relevansi dengan tema sentral dalam pembahasa_.n ini.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara
jelas, sistimatis, faktual dan akurat mengenai perlindungan hukum terhadap
kortban perkosaan dengan memberikan kejelasan suatu obyek yang kemudian
dibandingkan dengan hukum Islam dengan memberikan penilaian-penilaian
secara obyektif.

3. Pengupulan Data
Pengumpulan daﬁ dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh
data dari sumber primer, yaitu kitab Figh as-Sunnah ka_:yﬁ as-Sayyid Sabiq,

Biddyah al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd, dan al-Muwatlta’ karya Malik bin

*) Muladi, “Perlindungan Korban dalam Proses Pemidanaan™, makalah disampaikan pada

seminar nasional tentang Viktimologi, diselenggarakan oleh fak. Hukum UNAIR, Surabaya
28-29 Qktober 1985, him. 3.



17

Anas. Sedangkan untuk data hukum positif sumber primernya adalah Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, Disamping itu penyusun juga berusaha untuk memperoleh data dari
sumber sekunder, yaitu buku yang berjudul Musalah Korban Kejahatan oleh
Arif Gosita dan sumber-sumber lain yang memuat informasi yang relevan
dengan tema pembahasan kami, yaitu perlindungan hukum terhadap korban
perkosaan.

4. Pendckatan
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu
pendekatan dengan tolak ukur hukum Islam dan hukum positif sebagai
pembenar atau pemberi norma terhadap masalah yang dibahas, sehingga
diperoleh kesimpulan bahwa sesvatu itu selaras atau tidak dengan ketentuan
syari’ah dan hukum positif.

5. Analisis data
Dalam menganalisa dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul,
penyusun menggunakan metode komparasi, yaitu dengaﬂ membandingkan
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan baik dalam
hukum Islam maupun dalam hukum positif untukr ditemukan unsur-unsur

persamaan dan perbedaan.
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G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika
pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Untuk bab pertama, adalah pendahuluan yang merupakan abstraksi dari
keseluruhan isi skripsi ini yang menguraikan Jatar belakang masalah, pembatasan dan
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodé
penelitian dan terakhir sistimatika pembahasan.

Pada bab kedua, tentang tinjauan umum, penyusun mencoba memaparkan
tentang pengertian dan dasar hukum yang menguatkan tentang pentingnya
perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. Demikian pula perbedaan
pengertian perkosaan menurut hukum Islam dan hukum positif sangat perlu dibahas,
mengingat pengertian tersebut yang akan dijadikan tolak ukur dalam pembahasan
selanjutnya. Dan yang terakhir adalah sebab-sebab terjadinya perkosaan dan dampak
perkosaan terhadap korban. Hal ini sangat perlu agar terjadi keseimbangan antara
kepentingan korban dan kepentingan terpidana.

Kemudian bab ketiga, pada bab ini penyusun mencoba mengkaji,
serangkaian hak-hak korban perkosaan yang patut mendapat perlindungan hukum.
Dan permasalahan kedua dikupas tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum.yang
diberikan oleh hukum Islam maupun hukum positif dalam melindungi hak-hak
korban perkosaan, apakah hukum Islam dan hukum positif sudah memberikan
perlindun7gan yang layak kepada perempuan dan bagaimana hukum tersebut
melindungi hak-hak korban perkosaan. Apakah perlindungan yang diberikan sudah

sesuai yang dibarapkan atau belum.
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Pada bab keempat, setelah diketahui tentang bagaimana ha;k-hak korban
perkosaan serta bentuk-bentuk perlindungan hukumnya baik dalam hukum Islam
maupun dalam hukum positif maka sesuai dengan sifat penelitian komparasi atau
perbandingan maka pada bab ini dijelaskan letak persamaan dan perbedaan antara
hukom Islam dan hukum positif dalam memberikan perhatian dan perlindungan
terhadap nasib dan hak-hak korban perkosaan. |

Terakhir bab kelima, merupakan penutup dimana penyusun mengambil
konklusi dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa dapat memberikan
alternatif bagi solusi masalah-masalah hukum dan hak asasi manusia yang semakin

kompleks.
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secara finansial tidak mampu. Dalam keadaan tertentu beban pembayaran
ganti kerugian tersebut dibayar oleh negara (baitul mal). Mengenai anak
hasil perkosaan ternyata hanya bernasab kepada ibunya, yang menunjukkan
bahwa hal tersebut betum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum
terhadap korban maupun anak yang dilahirkannya. Demikian pula
pertindungan dalam menjaga nama baik korban masih sangat global
dibicarakan dan belum ada pembicaraan dikalangan ahli hukum Islam yang
membicarakannya secara detail.

Adapun dalam hukum pidana positif, pasal 285 KUHP telah mengatur
ketentuan-ketentuan hukuman bagi pelaku yang dapat memberikan rasa
aman kepada korban. Hanya saja rumusan perkosaan dalam pasal tersebut
belum mengakomodasi kepentinga-kepentingan perempuan. Sehingga tidak
semua bentuk kekerasan seks dapat terjaring oleh pasal tersebut. Demikian
pula dalam masalah ganti kerugian, hukum pidana positif hanya
memberikan perlindungan sebatas mempercepat proses pemberian ganti
kerugian.

Mengenai kompensasi, hukum pidana positif belum mengatumnya. Tetapi
baru sebatas usulan-usulan dari para kriminolog. Hal tersebut menunjukkan
bahwa pengaturan tentang hak-hak korban masih minim dan belum
proporsional. Tetapi dalam victimologi pengaturan-pengaturan tentang hak-
hak korban sangat detail dibicarakan, hanfa saja belum terwujud menjadi
sebuah undang-undang yang bisa dijadikan acuan dalalﬁ memperjuangkan
hak-hak korban perkosaan. Namun demikian masih ada hal lain yang belum

dibicarakan dalam victimologi yaitu bentuk perlindungan dengan menjaga
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nama baik korban perkosaan. Demikian pula dengan anak yang
dilahirkannya ternyata belum disentuh sama sekali.

2. Adapun persamaan dan perbedaan dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap hak-hak korban perkosaan adalah pemberian pemidanaan kepada
pelaku dengan tujuan preventjf’ walaupun jenis pidana yang dijatuhkan
berbeda, yaitu pidana had dan pidana penjara.

Dalam masalah ganti kerugian keduanya memberikan restitusi kepada
korban, walaupun melalui jalur yang berbeda, yaitu dalam hukum Islam
pemberian ganti kerugian sudah diatur dalamm hukum pidana sedangkan
dalam hukum positif melalui pengaturan perdata, walupun dalam
penuntutannya bisa dengan penggabungan ganti kerngian deﬁgan masalah
pokok.

Mengenai kompensasi, hukum pidana positif belum mengaturnya secara
kongkrit, baru sebatas usulan-usulan yang berkembang dari para
kriminolog. Demikian juga tentang bagaiman menjaga nama baik korban
perkosaan baitk di dalam maupun diluar peradilan belum diatur dalam
hukum pidana positif. Lain halnya dalam hukum Islam, pemberian
kompensusi sudah diatur dengan jelas, dan bagaimana menjaga nama baik
korban, Hukum Islam pun sudah mengaturnya walaupun masih sangat
global dibicaran.

Adapun mengenai anak yang dilahirkan oleh korban perkosaan, ternyata
baik hukum Islam maupun hukum positif belum cukup memberikan

perlindungan kepada korban dan anak yang dilahirkannya.
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B. Saran-Saran

L.

Perlu reinterpretasi definisi perkosaan baik dalam hukum positif maupun
dalam hukum pidana Islam. Sehingga dapat mengakomodasi semua
bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang bersifat kekerasan atau yang
dianggap sudah sangat merugikan pihak lain. Supaya semua orang merasa
aman dari gangguan-gangguan ancaman kekerasan seksual dan tidak terjadi
korban-korban baru.

Dalam hukum pidana positif pengaturan tentang hak-hak korban perkosaan
belum proporsional dan belum memberikan perlindungan yang cukup bagi
para korban perkosaan dan anak, sehingga perlu diupayakan adanya
ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak korban
perkosaan secara proporsional. Oleh karena itu, dalam rangka penegakan
hukum, maka perlu dirumuskan adanya rancangan undang-undang yang
bisa memberikan perlindungan kepada korban perkosaan dan anak untuk
dimasukkan ke dalam rancangan KUHP nasional.

Aparat penegak hukum pada khusunya dan masyarakat pada umumnya
harus membernikan dukungan kepada korban perkosaan untuk
memperjuangkan pemenuhan kepentingan melalui upaya penal yaitu lewat
pengadilan. Kepada para korban harus diberikan penyuluhan dan
penerangan tentang hak-hak korban serta sarana-sarana yang tersedia untuk
menuntut hak tersebut. Korban perkosaan harus diberi kepercayaan diri
untuk mendapatkan keadilan baginya.

Korban perkosaan selain menderita kerugian materiil juga menderita

kerugian yang bersifat immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang.
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Aparat penegak hukum baik baik melalui upaya penal maupun upaya non
penal harus mengusahakan pemulihan atas hak dan kepentingan korban
yang telah dirampas pelaku. Aparat penegak hukum dalam upaya
pemenuhan atas hak dan kepentingan korban sesuai dengan kerugian atas
perbuatan pelaku, tidak cukup hanya dengan memidana pelaku, tetapi harus
diupayakan adanya jaminan bagi korban yang berupa pemberian restitusi
o]éh pelaku dan kompensasi oleh negara serta jaminan medis dan psykhis.
Korban perkosaan selain membutuhakn santunan untuk meringankan
kerugian materiil yang dialaminya juga membutuhakn perawatan medis dan
psykhis untuk memulihkan kondisi fisik dan psykhisnya.

5. Untuk pemenuhan kebutuhan matenil dan non materiil perlu dinpayakan
adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bisa membantu korban
perkosaan baik dalam pemulihan kondisi fisik dan psikisnya maupun dalam
upaya peradilan,

6. Dengan adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat diharapkan menjadi
solusi bagi korban yang hamil akibat perkosaan. Anak yang dilahirkannya
diharapkan mendapat penghidupan yang layak dari lembaga-lembaga
tersebut, bahkan menjadi panti asuhan bagi anak korban jika sekiranya
korban tersebut belum mampu secara fisik, sosial, psikhis, maupun

finansial untuk menerima kehadiran anak tersebut.
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